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Minta Perkuat Anggaran

Komisi XII Ingatkan, Perubahan

KOMISI XII DPR betharap
Pemerintah memperkuat alo-
kasi anggaran penanganan krisis
iklim, Pasalnya, tantangan ling-
kungan yang dihadapi Indonesia
saatini telah memasuki fase krisis
iklim.

Anggota Kormisi XII DPR Eddy
Soeparmo mengatakan, kondisi
lingkungan hidup kian mengkha-
watirkan. “Kita hari ini sudah satu
tahap di atas perubahan iklim,
tetapi satu tahap sebelum beneana
ik, yaiu krisis iklim, " wjar Eddy.
di Jakarta, Kamis ([R62026).

Dia menyarankan pengua-
tan anggaran penanganan kiisis
dalam Rencana Kerja dan Ang-
garan Kementertan/Lembaga
(RKA-KL) Kementerian Ling-
kungan Hidup/Kepala Badan
Pengendalian Lingkungan Hidup
(KLI/BPLI) Tahun 2027.

Sebelumnya, KLIVBPLH me-
nyampaikan pagu indikatif Ta-
hun Anggaran 2027 sebesar Rp
1,128 triliun. Rinciannya, Program
Dukungan Manajemen sebesar
Rp 832,17 miliar. Sementara Pro-
gram Kualitas Lingkungan [idup
memperoleh Rp 263,50 miliar
dan Program Ketahanan Bencana
dan Perubahan Iklim sebesar Rp
3236 miliar.

Selain pagu indikatif yang telah
ditetapkan. KLIVBPLH juga
mengusulkan tambahan anggaran
sebesar Rp 1,339 tiilun. Usulan
tersebut terdiri atas tambahan
Rp 216,63 miliar untuk Program
Dukungan Manajemen. Rp 1.039

triliun untuk Program Kualitas
Lingkungan Hidup, dan Rp 84.16

muliar untuk Program Ketahanan &

Bencana dan Perubahan Tklim.

Eddy melanjutkan, perkem-
bangan kondisi lingkungan global
dan nasional menunjukkan 1su
perubahan iklim tidak lagi dapat
dipandang sebagai tantangan
biasa. Dampak yang dirasakan
masvarakat saat ini menunjukkan
Indonesia telah memasuki fase
kst iklim vang membutuhkan
langkah penanganan lebih serius
dan terukur.

Mengingat besamya ancaman
krisis tklim, kata dia, maka ha-
rus dumbang: dengan kebijakan
anggaran vang memadai. Karena
keberhasilan berbagai program
pengendalian lingkungan dan
mutigasi perubahan klim sangat
bergantung pada dukungan fiskal
yang kuat.

Eddy menilat, alokas anggaran
yang selama it diberikan untuk
program penanganar perubahan
iklim masth belum sebanding
dengan tantangan yang dihadapi
Indonesta. Karena ifu, Pemerintah
kudu memberikan perhatian lebih
besar tethadap sektor lingkungan
hidup dalam penyusunan angga-
ran tahun mendatang.

“Investasi pada sektor ingkung-
an hidup bukan hanya penting
untuk menjaga keberlanjutan
ckosistem, tetapt juza melindung;
masyarakat dari dampak ekonomi,
sosial, dan keschatan akibat krisis
iklim," jelas politisi PAN ini.

Karena itu, Eddy mendesak
program mitigasi dan adaptasi
perubahan klim harus menjad
salah-satu prioritas nasional
mengingat dampaknya yang
semakin nyata. Mulai perubahan
pola cuaca, peningkatan risiko
bencana hidrometeorologi, hing-
oa ancaman tethadap ketahanan
pangan dan energl,

Namun, berdasatkan usulan
yang ada. alokasi anggaran terkait
perubahan iklim masih berada
pada kisaran 3.6 persen dari total
pagu angearan yang diajukan.
Persentase tersebut dinilai belum
cukup untuk mengoptimalkan
berbagai program pengendalian
dan mitigasi krisis iklim, "Mu-
dah-mudahan ada peningkatan
penguatan sehingga kita bisa
melakukan penguatan terhadap
mitigasi perubahan iklim,” harap
wakil ketua MPR ini.

Komisi XII DPR, tegas Eddy.

berkomitmen untuk terus men-
dorong kebijakan pembangunan
vang berkelanjutan dan ramah
lingkungan. Oleh karena itu,
penguatan anggaran sekior ling-
kungan hidup dapat menjadi
langkah strategis dalam mengha-
dapi krisis iklim. "Juga menjaga
kualitas hidup masyarakat dan
keberlanjutan pembangunan
nasional di masa depan,” im-
buh legislator asal Jawa Barat
(Jabar) int.

Sementara, angoota Komisi
X11 DPR Totok Daryanto meng-
ingatkan KL agar tidak terjebak
pada pendekatan penindakan
hukum yang bersifat represif
terhadap pelaku usaha, Menu-
rutnya, menjaga keseimbangan
vang harmonis antara edukasi
lingkungan, pengawalan pre-
ventif, dan perlindungan tklim
merupakan investasi nasional
yang sama-sama penting di-
lakukan:

Menurut Totok, langkah pre-
ventif dengan melakukan pe-
ngawalan sejak awal jauh lebih
penting dibandingkan melaku-
kan penindakan setelah pelang-
aaran terjadi. Apalagi di tengah
kondisi tata kelola yang masih
berkembang, mencari kesalahan
administrannf maupun tekms di
Indonesia merupakan hal yang
sangat mudah.

"Kalau mau dicart kesalahan,
orang Indonesia terlalu banyak
salahnya. Yang penting itu bukan
penindakannya, tetapi mengapa

klim Masuk Fase Krisis

tidak dikawal sejak awal sching-
ga tidak terjadi pelanggaran,”
kata Totok di Jakarta, Kamis
{18/6/2026).

Totok mengaku mendapat
keluhan dart kalangan dunia
usaha yang belakangan merasa
khawatir dengan masifnya aksi
penindakan dan penyegelan
tanpa adanva ruang edukasi yang
memadat. Padahal pelaku usaha
membutuhkan kepastian hukum
dan pembinaan, bukan sckadar
sanksi yang berpotensi me-
lumpuhkan kepiatan ekonomi.
"Apalagi di KL ada tahapan so-
sialisasi dan pendekatan undang-
undang," war politikus PAN mi1.

Untuk itu, Totok meminta agar
fungsi perlindungan lingkungan
hidup yang diemban kemen-
terian harus tetap bersinergi
dengan visi besar Pemerintah
dalam mendongkrak pereko-
nomian nasional. Harapannya
agar kebijakan vang dirumuskan
oleh Menteri Lingkungan Hidup
memiliki sensitivitas yang tinggi
terhadap roda dunia usaha.

la mengmgatkan ketegasan
vang kaku dan berlebihan tanpa
adanya pendekatan persuasif
justru dapat menjadi bumerang
bagi realisast investast di daerah.
Hal ini dinilai kontraprodukiif
terhadap target ambisius yang
dicanangkan oleh Pemerintah.
"Prinsipnya penegakan hukum
itu baik, tapi pertimbangan
ramah pada investasi itu juga
penting," pungkasnva. m TIF
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